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Abstrak: Artikel ini bertujuan bisa memberiikan perbandingan tentang Qanun Jinayah
Aceh dan fikih Jinayah Syafi‘iyah, yang diterapkan di Aceh. Bagaimana ketentuan alat
bukti zina di dalam Qanun No. 6 tahun 2014 dan fikih Syafi‘iyah serta apa perbedaan
keduanya. Untuk memperoleh jawaban tersebut penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif, menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Seluruh sumber
data diperoleh dari literatur yang tersedia di perpustakaan. Metode yang digunakan untuk
menganalisis data adalah deskriptif analisis dan metode interpretasi. Metode deskriptif
analisis merupakan suatu metode yang digunakan dalam suatu penulisan dengan cara
memaparkan data yang diperoleh dan masalah-masalah yang timbul untuk dianalisa sesuai
dengan pembahasan. Sedangkan metode interpretasi adalah mengambil kesimpulan dari
pemahaman penulis sendiri terhadap pendapat yang dikutip dari suatu rujukan. Hasil dari
penelitian ini bahwa alat bukti zina yang terdapat dalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014
merupakan hasil dari kombinasi dari mazhab fikih termasuk di dalamnya fikih Syafi‘i.
Namun di dalam qanun jinyah tidak termuat secara terperinci kriteria yang akan dijadikan
alat bukti zina, berbeda dengan fikih Syafi‘i yang menjelaskan secara rinci. Kemudian di
dalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014 ditambahkan hasil tes DNA menjadi sebuah alat
bukti zina bagi wanita hamil dan hasil itu tidak ditemukan di fikih Syafi‘i.
Kata Kunci: Aceh, fikih, qanun, jinayah, Syafi‘iyah
Pendahuluan
Perzinaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan,
sehingga merupakan bentuk  penyelewengan seksual yang sangat berbahaya. Karena itu,
tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberiantas perzinaan.
Islam dengan keras melarang perzinaan, bahkan peringatannya pun sangat keras. Karena
perzinaan dapat mengaburkan keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga,
meretakkan hubungan keluarga, mengakibatkan penyakit kelamin, membangkitkan kejahatan
nafsu dan merendahkan akhlak manusia.1 Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Allah,
“dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang
keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. al-Isra’/17: 32). Secara jelas Allah, memberi predikat
perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji. Bahkan ayat ini, Allah melarang
melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina. Selain itu Allah juga menyamakan
status dosa perbuatan zina dan dosa-dosa besar lainnya dan mengancam para pelakunya
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dengan siksaan keras di hari kiamat kelak.2
Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu
jalan: memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan. Menurut Ibn al-
Qayyim, zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim,
kewarakan yang hilang, harga diri rusak dan rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan
dosa). Akibatnya Allah murka dan cahaya di hati meredup. Kehormatan si pelaku dicabut
dan wibawanya jatuh di mata-Nya dan masyarakat, sifat-sifat baiknya seperti ‘iffah, dan
birr adalah (kelurusan dalam memegang teguh ajaran agama) dilenyapkan dan digantikan
dengan yang buruk, seperti pelaku dosa, pezina dan pengkhianat. Keimanan di hatinya
juga, dijauhkan dari segala kebaikan dan digantikan dengan keburukan.
Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina, karena persoalan memelihara
keturunan merupakan salah satu dari 5 hal tujuan syarak yang harus mendapatkan prioritas
(yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Zina termasuk salah satu dari
tujuh dosa besar yang diancam hukuman had (hukuman yang macam dan jenisnya ditentukan
oleh agama dan merupakan hak Allah SWT.).3 Perbuatan zina harus dibuktikan dengan
lebih akurat untuk bisa menjatuhkan hukuman.
Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan
penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau
tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau
tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila
bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya
proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah
dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru
dinyatakan bersalah.
Dalam hal pembuktian dari satu negara ke negara lainnya tentunya berbeda sistemnya.
Hal tersebut biasanya disesuaikan dengan budaya atau paham yang dianut negara tersebut.
Pada umumnya sistem pembuktian di suatu negara dibedakan berdasarkan negara yang
menganut paham civil law dan negara yang menganut common law. Selain itu juga dibagi
berdasarkan pada beberapa teori sistem pembuktian. Dalam teorinya, sistem pembuktian
dapat dibagi menjadi beberapa teori yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-
undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim
yang didukung oleh alasan yang logis.4 Pembuktian di dalam hukum Islam berbeda dengan
teori-teori sistem pembuktian pada umumnya, selain karena hukum Islam bukanlah hukum
yang berdasarkan pada sistem common law  atau civil law, juga dikarenakan sistem pembuktian
tersebut didasarkan pada Alquran, As-Sunnah, dan ar-ra’yu atau penalaran yang biasanya
berupa pendapat-pendapat para fukaha atau para alim ulama.5
Pembuktian antara satu kasus dengan kasus lainnya juga berbeda. Contohnya adalah
pembuktian dalam kasus perzinahan yang mana diatur di dalam Alquran surat An-Nisâ
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ayat 15 yang mengharuskan adanya minimal empat orang saksi yang melihat secara langsung
dengan mata kepala sendiri.6 Ulama sepakat bahwa zina ditetapkan berdasarkan pengakuan
dan saksi-saksi. Kemudian mereka berselisih tentang penetapan zina berdasarkan kehamilan
pada wanita yang belum kawin, terkadang ia dipaksa untuk berzina. Mereka juga berselisih
pendapat tentang syarat-syarat pengakuan dan syarat-syarat saksi.
Mengenai pengakuan, mereka berselisih pendapat mengenai dua hal. Pertama, tentang
bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman. Kedua, apakah harus
disyaratkan bahwa pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali hingga dilaksanakannya
hukuman. Tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut
Malik dan Syafi‘i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat
ini juga dikemukan oleh Dawud, Abu Tsaur, ath-Thabari dan segolongan fukaha. Abu Hanifah
beserta para pengikutnya dan Ibn Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan
dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat ini juga dikemukakan
oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para pengikutnya menambah, pengakuan empat
kali itu diucapkan di tempat yang berbeda-berbeda.7
Dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para
pelaku zina dengan menyertakan empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu.
Ada pula ulama berpendapat pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan qarinah
atau tanda, seperti hamilnya seorang perempuan yang belum menikah. Tanpa harus disertai
adanya aduan terlebih dahulu.
Pada saat ini Aceh8 telah menyusun beberapa qanun yang  mengatur tentang pelaksanaan
syariat Islam,  antara lain  Qanun Provinsi  Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan
syariat  Islam  bidang Aqidah,  Ibadah dan 6. Qanun merupakan peraturan perundang-
undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat Aceh. Juga Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang  Tata cara Pembentukan
Qanun,  Pasal 1 ayat (14). Syi’ar  Islam, Qanun Provinsi  Aceh  No. 12 Tahun 2003 tentang
Khamar, dan Qanun Provinsi  Aceh  No. 13  tahun 2003  tentang Maisir serta Qanun
Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat
Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk
kekurangan dan kelebihannya.9
Berkaitan dengan permasalahan di atas, menarik untuk dilakukan pengkajian tentang
komparasi alat bukti zina menurut qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 dan fikih Syafi‘iyah.
Kajian ini merupakan kajian baru karena belum dikaji oleh para peneliti lain tentang Aceh.10
Metode Penelitian
Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dibangun dalam penelitian tertentu untuk
melaksanakan suatu prosedur.11 Dalam penelitian tesis ini, akan digunakan metode library
research (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan lebih kepada sumber data
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yang diperoleh dari literatur yang sesuai dengan bahasan yang dikaji, yakni hukum jinayah
Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan fikih Syafi‘iyah. Dalam pembahasan ini, akan digunakan
pendekatan komparatif yaitu metode  yang bertujuan membandingkan alat bukti dalam qanun
Jinayah Aceh No. 6 tahun 2014 dengan fikih Syafi‘i, agar lebih jelas dan diketahui titik
persamaan dan perbedaannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan
data yang menjadi sumber yang akan dikaji, baik primer maupun sekunder. Sumber primer
adalah buku-buku fikih Syafi‘iyah dan qanun Jinayah No. 6 tahun 2014. Selebihnya sumber
sekunder sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah jurnal-jurnal hukum, di
samping juga kamus hukum, putusan pengadilan. Analisis data merupakan bagian yang
sangat penting disamping kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses pendekatan yang
berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fonomena (teori) dan menggeneralisasikan
kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fonomena
yang bersangkutan (prediksi).12 Dalam analisis data, akan digunakan analisis komparatif
yang merupakan suatu metode dan penelitian hukum. Analisis ini bermanfaat bagi penyingkapan
latar belakang terjadinya ketentuan hukum, yakni Hukum Jinayah No. 6 Tahun 2014 dengan
fikih Syafi‘iyah.
Hasil dan PembahasanAlat Bukti Zina dalam Fikih Syafi‘iyah
Alat bukti berasal dari dua kata yaitu “alat” dan “bukti”. Alat berarti perkakas, berbagai
alat. Sedangkan bukti berarti tanda kebenaran, memberi bukti dan menerangkan dengan
bukti.13 Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala yang dapat digunakan untuk membuktikan
perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat
bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat
bukti dalam hukum acara perdata berbeda dengan alat bukti yang ada dalam hukum acara
pidana. Demikian pula alat bukti persidangan perkara-perkara tertentu seperti hukum acara
Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam kasus korupsi, perzinaan, hukum acara dalam
kasus perceraian dan masih banyak lagi.14
Pengertian alat bukti menurut pakar-pakar hukum bermacam-macam.Pertama,menurut
Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis
yang dapat membantu dalam memberi katerangan dan penjelasan tentang sebuah masalah
perkara untuk membantu memberi penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi para pihak
yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan
maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dalam jenis atau bentuk alat bukti tertentu.
Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berlaku pada jenis
atau alat bukti tertentu saja.15 Kedua,menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-
alat yang ada hubungannya dengan tindak pidana, di mana alat-alat bukti tersebut dapat
dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas
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kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.16Ketiga, sedangkan
menurut Romli Atmasasmita, alat bukti adalah suatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk
menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan hakim
dalam mengambil keputusan. Sedangkan alat bukti yang berkedudukan untuk menambahkan
keyakinan hakim dalam memeriksa perkara.17
Pembuktiaan dalam Perzinaan
Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berperkara
seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata “bukti”
artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan
“pe “dan akhiran “-an” maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan.
Sedangkan dalam arti terminologi “pembuktian “berarti usaha menunjukan benar atau salahnya
si terdakwa dalam sidang pengadilan.
Pembuktian menurut bahasa berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan
kebenaran suatu peristiwa; tanda; keterangan nyata. Pembuktian adalah proses atau cara,
perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang
pengadilan.18 Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan
kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan
jahat.19 Pembuktian atau dalam Islam yang bisa disebut juga dengan al-bayyinah, secara
etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan
yang benar. Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Al-bayyinah didefinisikan
oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya, Secara terminologi adalah membuktikan
suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberiikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.20
Jumhur ulama fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian.
Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih luas dari
definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanyalah salah satu jenis dari al-
bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Menurutnya, al-
bayyinah adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang
benar di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang
dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.21
Dalam Alquran pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi, akan
tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.22
Menurut Hasbi as-Siddieqy yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberiikan
keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan, dan yang dimaksud dengan yakin ialah
sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Sesuatu yang sudah
diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.23
Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta
yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar
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dan adil, tujuan pembuktian di atas yaitu memperoleh suatu kejelasan dan kepastian suatu
peristiwa.
Dalam acara di persidangan, posisi untuk menunjukkan bukti adalah sangat penting,
karena dari proses pembuktian tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai suatu peristiwa,
meskipun terkadang masalah yang timbul adalah bukti tersebut terpercaya atau palsu. Hal
inilah yang akhirnya penting sekali kecermatan bagi hakim untuk mengambil keputusan
atas suatu perselisihan tersebut karena keputusan hakim harus berlandaskan alat bukti dan
keyakinannya sehingga tercipta suatu keputusan hukum yang adil. Mengenai kewajiban
pembuktian ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran, “hai orang-orang yang beriman,
jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S al-Hûjurât/49: 6). Ayat di
atas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian, karena tindakan pembuktian
diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya menjadi
dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga
keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh hakim, agar masalah
tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak tanpa menimbulkan ketimpangan hukum.
Demikian pula dalam hadis Nabi Saw disebutkan bahwa: “sekiranya diberikan kepada
manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki,
baik jiwa maupun harta. Akan tetapi sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.” Ini
adalah suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya.
Karena terkadang suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penuntut
tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya. Harus kita benarkan tuntutan-tuntutan
yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu.24 Beban untuk membuktikan
kebeneran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan di atas pundak
pendakwa atau penguggat, di antara kaidah umum, bukti itu adalah untuk menetapkan
sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan
hukum asal (kenyataan).
Dalam tiap masalah yang dihadapkan di pengadilan setidaknya ada dua pihak yang
bersangkutan yakni mudda’i (penuntut) dan mudda’a ‘alayhi (yang dituntut).Mudda’i (penuntut)
adalah pihak yang menghendaki dengan pengaduannya supaya diambil sesuatu dari tangan
selainnya atau yang mengakui sesuatu yang berlawanan dengan keadaan yang nyata, sedangkan mudda’a
alayhi (yang dituntut) adalah orang yang disandarkan padanya suatu tuntutan hak yang
dihadapkan atasnya, pihak yang menolak apa yang dituntutkan atau pihak yang harus menjawab
gugatan. Hakim dapat memaksanya untuk menjawab atau mengemukakan keterangan yang
diperlukan terhadap gugatan yang dihadapkan pada dirinya oleh mudda’i. Hanya mudda’a
alayh dapat memilih hakim mana yang disenangi untuk mengadili perkaranya apabila terdapat
di tempat mereka dua orang hakim.25 Dalam hukum acara peradilan Islam, bahwa untuk
membuktikan kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala
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urusan itu diambil dari yang lahirnya, maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya
atas suatu yang lahir untuk membuktikan kebenaran gugatannya.
Berdasarkan hadis Nabi Saw riwayat Baihaqi: “bukti adalah kewajiban penggugat
dan sumpah adalah kewajiban orang yang menolak gugatan.” Dari hadis tersebut dapat
dipahami bahwa pembuktian merupakan beban dari orang yang mengaku adanya hak atau
peristiwa yang dibantah oleh pihak lainnya. Dengan perkataan lain apabila seseorang menuntut
sesuatu kepada orang lain maka penuntut wajib membuktikan tuntutannya, sebab terdakwa
sendiri pada asalnya bebas tuntutan. Untuk kondisi sekarang ini, mustahil mengharapkan
seseorang terdakwa untuk mengakui perbuatan dosa yang dituduhkan padanya, apalagi
mengharapkan dia datang mengaku tanpa ada tuntutan padanya, sebagaimana yang sering
terjadi di zaman Nabi Saw. Bahkan kalaupun ada saksi dia akan menangkis kesaksian
tersebut dengan meminta bantuan pembela/penasehat hukum. Beratnya persyaratan yang
dibebankan kepada penuntut, memberii kesan bahwa Islam menghendaki agar berita-berita
tentang kejahatan dan dosa tidak tersebar di kalangan masyarakat.
Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh
dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut
dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.26 Sebagaimana
telah disebutkan dalam definisi dan teori pembuktian, sistem pembuktian ini tidak berbeda
jauh dengan hukum barat dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, karena kesemuanya
pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang besar yang saling berhubungan.
Dalam hukum acara Islam, seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang
diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang adil, maka wajib menguasai dua
hal. Pertama, hakim mengetahui hakikat dakwaan atau tuntutan. Al-Da’wa adalah tuntutan
atau gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim
yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang di kemukakan di depan sidang
pengadilan.27 Hakim mengetahui tentang gugatan atau tuntutan yang dihadapkan padanya,
bisa dengan menyaksikan sendiri apa yang dituntut,bisa juga dengan sampainya berita secara
mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai tidak dengan jalan mutawatir, maka bisa
pasti berita tersebut tidak meyakinkan, karena bisa menimbulkan bermacam persepsi cerita
yang berbeda, dan karena memperoleh berita dengan cara mutawatir itu perlu, maka cara
yang demikian akan menimbulkan kesulitan dan akan dapat menghilangkan beberapa bagian
dari cerita tersebut, maka diperbolehkan bagi hakim menerima keterangan tersebut selama
dapat menimbulkan persangkaan atau keyakinan yang kuat. Untuk mengetahui gugatan
atau tuntutan yang diajukan, cukup dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-
keterangan saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta
dan demikian pula saksi-saksinya.
Kedua, hakim harus mengetahui hukum Allah. Dapatnya hakim mengetahui hukum
Allah adalah dengan jalan mengetahui nash yang qat’i atau hukum yang disepakati ulama
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dan jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya pada nash yang qath’i dan tidak pula terdapat
hukum yang disepakati ulama maka ditempuhlah jalan ijtihad, dan jalan ijtihad ini pun
harus didasarkan pada persangkaan yang kuat (zan).28 Ringkasnya, ada hal-hal yang ditetapkan
karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan
keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua jalan ini sebenarnya setingkat
keadaannya.29
Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayah Aceh
Kesalahan orang yang melakukan perbuatab zina adalah kesalahan yang sangat berat,
sehingga untuk menetapkan hukuman bagi pelaku juga terlalu sulit dan berat. Karena itu
untuk mengatakan seseorang pezina yang bersalah harus ada beberapa bukti yang menetapkan
kesalahan bagi pelaku dengan perlu adanya salah satu perkara berikut: Persaksian, pengakuan,
pembuktian dan sumpah.
Pembuktian hendaklah dilakukan bersama-sama di dalam proses persidangan yang
dilakukan di Mahkamah Syariah (Peradilan Agama). Dari situ dapat diketahui bahwa perbuatan
pelaku bersalah dan boleh dikatagorikan berzina. Menurut Qanun Jinayah zina adalah hubungan
antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah
menurut syara’. Persaksian juga sangat menentukan, dapat dibuktikan bahwa dengan adanya
empat orang saksi yang dapat diterima persaksiannya, ini menuntut beberapa syarat sebagai
berikut. Pertama, saksi harus memenuhi kriteria sebagai saksi yaitu: Islam, baligh, berakal
dan adil. Kedua, kesaksian dilakukan dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu.
Pengakuan, seorang laki-laki atau perempuan yang mengaku berzina tidak boleh langsung
dikaitkan bersalah dengan pengakuannya saja, kecuali pengakuan disertai syarat-syaratnya
sebagai berikut: dilakukan dihadapan hakim di Mahkamah Syariah, dengan cara percakapan
melalui lidahnya sendiri. Seterusnya pengakuan yang datang dari orang yang mempunyai
akal pikiran yang sehat. Qarinah atau sebab-sebab seseorang boleh dikaitkan seseorang
telah berzina ialah dengan adanya kehamilan. Sumpah, yaitu dilakukan di dalam persidangan
di Mahkamah Syariah sebanyak lima kali.
Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa persyaratan untuk menjatuhkan hukuman
zina itu sangatlah sulit terpenuhi, dan inilah sebabnya hukuman tersebut lebih ditekankan
sebagai usaha pencegahan (preventif)  ketimbang  pembalasan. Dianggap usaha pencegahan
hukuman bukan berarti ketetapan Islam dalam hal hukuman atas perbuatan zina tidak mempunyai
nilai kekuatan hukumnya atau nilai doktrinalnya, akan tetapi dengan sulitnya pelaksanaan
hukuman disebabkan syarat tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam telah mempertimbangkan
dari berbagai aspek terlaksananya hukuman tersebut. Adanya ketetapan hukuman yang
berat terebut merupakan sejenis pencegahan yang sungguh-sungguh agar orang tidak melakukan
zina. Suatu perbuatan mempunyai banyak motif dan faktor, terlebih karena insting seks
(boleh dikatakan satu di antara insting yang bergelora dalam diri manusia), adalah relevan
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jika terhadap insting yang demikian keras harus dihadapkan dengan hukuman yang begitu
berat juga.
Para ulama telah sepakat (dalam ijmak) bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali
melalui empat orang saksi, hal ini didasari pada firman Allah swt dalam surah An-Nisa: 15.
Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi meka mereka itu dalam pandangan Allah
adalah orang-orang yang berdusta (Q.S. An-Nûr; 13). Dengan demikian hukum pidana
Islam telah menetapkan empat orang saksi dalam perkara zina tidak lain adalah untuk menghidarkan
manusia berbuat aniaya taerhadap orang lain dengan berbagai modus dan faktornya. Justru
hukum Islam sangat menghormati dan menjaga jiwa dari tuduhan-tuduhan yag tidak sanggup
dibuktikan. Bukan saja itu bahwa hukum pidana Islam ingin menunjukkan betapa pentingnya
menjaga dan menghidari diri dari perbuatan perzinaan tersebut.
Alat Bukti Zina Menurut Fikih Syafi‘i
Perbuatan zina adalah perbuatan haram yang terlarang, ia membuktian yang kongkrit
dalam proses penetapan hukum, jumhur ulama mempertahankan proses pembuktian yang
utama itu adalah kesaksian atau pengakuan dari pelaku zina itu yang datang dari kesadaran
yang bersangkutan bukan dengan paksaan dari pihak pengadilan. Imam Syafi‘i dan Imam
Maliki menetapkan pengakuan cukup di ucapkan satu kali dan tidak perlu dengan dua kali
atau seterusnya. Dengan satu kali sudah dapat mempertimbangkan untuk memastikan kasus
zina tersebut.30
Untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan zina atau untuk menentukan apakah
seseorang telah melakukan zina dapat dilakukan dengan ikrar sumpah atau pengakuan dapat
di tetapkan bahwa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, pengakuan akan
dibuat di hadapan Pemerintah atau hakim tidak memadai dibuat di depan orang lain dari
pada itu. Kedua, orang yang berakal. Jika pengakuan ini datangnya dari gila maka tidak
dapat diterima pengakuannya, akan tetapi orang terkadang gila dan terkadang waras pikirannya.
Jikalau ia membuat pengakuan dimasa sehatnya benar telah melakukan zina maka ketika
itu diterima pengakuannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya. Ketiga, orang baligh.
Pengakuan zina yang datangnya dari anak-anak tidak sah karena hukuman hudud diwajibkan
ke atas perbuatan jinayah, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak dianggap
jinayah. Karena itu pengakuan perbuatan dari anak-anak yang belum baligh tidak dapat
diterima. Keempat, dengan mulut dan perkataan. Menurut mazhab Hanafi pengakuan itu
mestilah dibuat mulut dan perkataan tidak memadai dengan tulisan atau isyarat saja. Sedangkan
mazhab Maliki dan Syafi‘i bahwa, pengakuan orang bisu boleh diterima baik dengan tulisan
ataupun isyarat yang dapat dipahami. Kelima, pengakuan yang diberikan dengan cukup
terang dan jelas tentang perbuatan zina itu sehingga hilang keraguan dan kesamaran.
Ulama berselisih pendapat mengenai berapa kali pengakuan yang harus dilakukan
supaya dapat diterima pengakuan orang berzina. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad
menyatakan bahwa pengakuan itu mestilah dibuat sebanyak empat kali. Imam Malik dan
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Imam Syafi‘i berpendapat bahwa pengakuan memadai dengan satu kali saja tidak perlu
dengan berulang kali, hal ini berdasarkan hadis: “asaif yang mana Rasulullah bersbda, pergilah
wahai anis kepada perempuan itu kalau ia mengaku maka rajamlah dia”. Dengan hadis di
atas jelas bahwa hukuman rajam walaupun dengan sekali pengakuan.
Imam Syafi‘i berkata demikianlah pendapat yang kami teguhkan, bahwa hukuman
rajam dapat dijatuhkan kepada seseorang yang mengaku berzina meski pengakuan itu hanya
di ucapkan satu kali, selama pezina itu sudah pasti ia lakukan. Pezina yang pernah menikah
dijatuhi hukuman rajam dan tidak didera.31
Melalui perkara yang kaitan dengan zina dapat diperhitungkan ialah dengan kehamilan
pada perempuan yang tidak bersuami. Perkara yang berkaitan dengan hamil sebagai dalil
berlakunya zina ialah perkataan dan perbuatan para sahabat. Sayyidina ‘Umar berkata
bahwa rajam itu diwajibkan keatas tiap-tiap orang yang berzina baik laki-laki dan perempuan,
bukti yang menunjukkannya ialah kehamilan atau pengakuan.
Menurut jumhur ulama bahwa kehamilan tidak boleh dijadikan bukti sebagai perempuan
itu berzina. Bahkan terjadinya kehamilan pada seseorang perempuan karena pemerkosaan
dan sebagainya. Seseorang mendakwa bahwa seorang perempuan telah melakukan zina
tanpa mendatangkan empat orang saksi laki-laki, maka dakwaan tersebut disebut qazaf
yaitu menuduh seseorang berzina dengan secara sungguh-sungguh dan wajib dikenakan
hukuman hudud sebanyak 80 kali sebagaiman firmam Allah SWT, “dan orang-orang yang
menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan
janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-
orang yang fasik.” (Q.S. an-Nûr/24: 4)
Selain pengakuan, kehadiran saksi juga sangat penting untuk mengetahui kasus zina
tersebut, keterangan saksi hendaklah didasarkan pada penglihatannya sendiri, bukan dari
keterangan orang lain. Dengan keterangan yang salah dapat menjatuhkan martabat seseorang
yang menyebabkan yang tertuduh tanpa kehadiran saksi, itu dapat menghilangkan harga
diri. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai bukti yang lengkap tentang kasus perzinaan
itu dapat dikatakan sebagai penuduh yang memberiikan pengaruh buruk terhadap yang
tertuduh beserta keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya syariat Islam meletakkan syarat
yang ketat diterima atau ditolaknya tuduhan berzina itu, dan persyaratan lain adalah kesaksian.
Dalam hal ini orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah empat orang saksi, sebagaimana
dinyatakan dalam Alquran surat an-Nisâ’, dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan
perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).
kemudian apabila mereka telah memberii persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita
itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain
kepadanya. (Q.S. an- Nisâ’/4: 15). Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa setiap perzinaan
yang  dilakukan hendaklah didatangkan empat orang saksi dan bertujuan untuk memperkuat
tuduhan yang ditetapkan kepada pelaku tersebut. Kehadiran saksi tersebut sangat penting
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untuk menetapkan seorang itu berzina. Imam Syafi‘i berkata: “seorang pezina tidak dapat
divonis bersalah kecuali didatangkan empat orang saksi yang adil”. Hakim memerintahkan
mereka untuk menjelaskan persaksian hingga mereka menetapkan telah melihat alat kelamin
laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagaimana masuknya benang ke dalam
lubang jarum. Jika mereka mengatakan demikian maka hakim dapat menjatuhkan hukuman
vonis kepada laki-laki dan wanita yang berzina agar menjalani hukuman. Seorang pezina
dapat pula divonis bersalah berdasrkan pengakuan dari pelaku sendiri, meski hanya satu
kali. Adapun apabila laki-laki mengaku dan perempuan mengingkarinya atau sebaliknya.Pada
kondisi demikian hukuman dilaksanakan atas pengakuan orang yang mengaku dan tidak
dilaksanakan terhadap orang yang mengingkari.
Pembuktian untuk tindak pidana perzinahan dilakukan dengan tiga jenis alat bukti
yaitu pengakuan, persaksian, dan petunjuk.32 Pertama, dengan persaksian. Pada prinsipnya
alat bukti saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan memiliki syarat yang sama
dengan alat bukti saksi pada umumnya. Namun ada beberapa perbedaan seperti jumlah
saksi yang harus dihadirkan. Dalam tindak pidana zina jumlah saksi minimal adalah empat
orang. Empat orang saksi ini harus melihat langsung kejadian. Mereka harus melihat kejadian
dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak bisa hanya mendengar kejadian tersebut dari
orang lain, karena nantinya akan menimbulkan keraguan (syubhat) yang dapat menyebabkan
hukuman hudud gugur. Dasar hukum dari syarat saksi ini adalah surat An-Nisa ayat 15
yang isinya adalah “dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah
ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)…”Kedua, pengakuan. Dengan
pengakuan Alat bukti memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah
pengakuan harus dinyatakan empat kali dan terperinci sehingga menghilangkan syubhat
(keragu-raguan). Namun pada prinsipnya sama dengan alat bukti pengakuan pada umumnya.
Ketiga, dengan qarinah (petunjuk). Pembuktian menggunakan petunjuk dalam tindak pidana
zina dapat berupa hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami. Terkait dengan beban
pembuktian kepada siapa harus di bebankan, maka dalam sistem pembuktian hukum Islam
beban pembuktian di bebankan kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa
segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan
apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari syarat saksi dalam kasus perzinahan yang mengharuskan
bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan saksi.33Seperti yang tercantum dalam Alquran
surat An-Nisâ ayat 15.
Apabila gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan, meskipun apa yang gugatan sebenarnya
memang terjadi atau merupakan fakta, tergugat tidak dapat dihukum. Demikian pembuktian
dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam sistem pembuktiannya memang
berbeda dengan hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam setiap tindak pidana
bisa jadi memiliki syarat yang berbeda terkait alat bukti yang digunakan dalam pembuktiannya.
Syarat umum bagi seorang saksi dalam hal apa saja adalah: Baligh, Berakal dan Al-
hifzhu, yakni seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami
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apa yang terjadi, sehingga dapat percaya perkataannya. Karena itu, orang yang banyak
salah dan banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya, sebab ia tidak dapat dipercaya
perkataannya dapat berbicara, bisa melihat, adil, dan Islam. Hal-hal yang menghalangi
kesaksian: keluarga, permusuhan dan adanya hal-hal yang dianggap dapat memperingati
atau memperberat tuntunan terhadap terdakwa. Syarat-syarat khusus bagi kesaksian zina:
laki-laki, menyaksikan secara langsung, tidak kadaluwarsa, persaksian diberikan dalam satu
majelis, jumlah saksi empat orang dan harus meyakinkan hakim.
Pembuktian hudud dalam qanun jinayah No. 6 tahun 2014 mengandung sejumlah
keunikan. Di antaranya hakim dapat menjatuhkan uqubat hudud atas dasar pengakuan
semata (minta dihukum) sekaligus dapat pula dibatalkan apabila yang bersangkutan mencabut
pengakuannya. Hal ini merupakan hal baru dalam konteks pembuktian hukum pidana di
Indonesia, sekaligus menyiratkan eksistensi dimensi ukhrawi atau ibadah (penebusan dosa)
sebagaimana konsep dasar hudud. Disamping itu, dalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014
juga membuat sebuah terobosan hukum dengan menyatakan menerima hasil tes DNA sebagai
pengganti empat orang saksi dalam kasus pembuktian zina tersebut.
Pembuktian hudud dalam fikih Syafi‘iyah merujuk secara ketat kepada ketentuan hukum
syarak. Dalam hal kesaksian, hakim diwajibkan melakukan tazkiyah al-syuhud. Hasil dari
tazkiyah syuhud dan keyakinan hakim menentukan apakah pelaku jarimah hudud dapat
dijatuhi pidana hudud. Dalam fikih Syafi‘iyah kriteria dan syarat-syarat yang dijadikan alat
bukti dijelaskan secara rinci berbeda dengan qanun jinayah No. 6 tahun2014 hanya menjelaskan
secara umum. Namun terdapat persamaan dalam jumlah saksi yang untuk mengungkap
kasus zina yaitu empat orang saksi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa alat bukti zina yang terdapat dalam qanun jinayah No.
6 tahun 2014 dan fikih Syafi‘iyah terdapat kelemahan namun juga terdapat kelebihan. Di
antaranya kelebihan yang terdapat dalam qanun jinayah memasukkan tes DNA sebagai
alat bukti bagi pezina yang sedang dalam keadaan hamil, yang tidak didapatkan dalam fikih
Syafi‘iyah. Namun menjadi suatu kelemahan disisi lain dalam qanun jinayah No. 6 tahun
2014 yang tidak menjelaskan secara terperinci pada kriteria yang dijadikan alat bukti. Contoh
empat orang saksi yang dijadikan alat bukti tidak dimuat kriteria dan syaratnya untuk dijadikan
alat bukti dan hal itu terdapat dalam fikih Syafi‘iyah.
Penutup
Alat bukti dalam qanun jinayah menegaskan bahwa untuk mengatakan  seseorang
pezina yang bersalah harus ada beberapa bukti yang menetapkan kesalahan bagi pelaku
dengan perlu adanya salah satu perkara berikut. Persaksian, pengakuan, pembuktian dan
sumpah. Pembuktian hendaklah dilakukan bersama-sama di dalam proses persidangan yang
dilakukan di Mahkamah Syariah (Peradilan Agama). Dari situ dapat diketahui bahwa perbuatan
pelaku bersalah dan boleh dikatagorikan berzina. Menurut Qanun Jinayah zina adalah hubungan
antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah
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menurut syara’. Persaksian juga sangat menentukan, dapat dibuktikan bahwa dengan adanya
empat orang saksi yang dapat diterima persaksiannya, ini menuntut beberapa syarat sebagai
berikut. Pertama, saksi harus memenuhi kriteria sebagai saksi yaitu. Islam, baligh, berakal
dan adil. Kedua, kesaksian dilakukan dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu.
Pengakuan, seorang laki-laki atau perempuan yang mengaku berzina tidak boleh langsung
dikaitkan bersalah dengan pengakuannya saja, kecuali pengakuan disertai syarat-syaratnya
sebagai berikut: dilakukan di hadapan hakim di Mahkamah Syariah, dengan cara percapan
melalui lidahnya sendiri. Seterusnya pengakuan yang datang dari orang yang mempunyai
akal pikiran yang sehat. Qarinah atau sebab-sebab seseorang boleh dikaitkan seseorang
telah berzina ialah dengan adanya kehamilan. Kehamilan tidak serta merta dijadikan sebagai
bukti perzinaan, apabila tidak ada pengakuan, sumpah dan saksi maka haruslah melakukan
tes DNA. Sumpah, yaitu dilakukan di dalam persidangan di Mahkamah Syariah sebanyak
lima kali.
Proses pembuktian zina yang utama itu adalah kesaksian atau pengakuan dari pelaku
zina. Imam Syafi‘i dan Imam Maliki menetapkan pengakuan cukup diucapkan satu kali dan
tidak perlu dengan dua kali atau seterusnya. Dengan satu kali sudah dapat mempertimbangkan
untuk memastikan kasus zina tersebut. Selain pengakuan, kehadiran saksi juga sangat penting
untuk mengetahui kasus zina tersebut, keterangan saksi hendaklah didasarkan pada penglihatannya
sendiri, bukan dari keterangan orang lain. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai bukti
yang lengkap tentang kasus perzinaan itu dapat dikatakan sebagai penuduh yang memberikan
pengaruh buruk terhadap yang tertuduh beserta keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya
syariat Islam meletakkan syarat yang ketat diterima atau ditolaknya tuduhan berzina itu,
dan persyaratan lain adalah kesaksian. Dalam hal ini orang yang menyaksikan perbuatan
zina haruslah empat orang saksi.
Setiap perzinaan yang dilakukan hendaklah didatangkan empat orang saksi dan bertujuan
untuk memperkuat tuduhan yang ditetapkan kepada pelaku tersebut. Kehadiran saksi tersebut
sangat penting untuk menetapkan seorang itu berzina. Imam Syafi‘i berkata: “seorang pezina
tidak dapat divonis bersalah kecuali didatangkan empat orang saksi yang adil”. Hakim memerintahkan
mereka untuk menjelaskan persaksian hingga mereka menetapkan telah melihat alat kelamin
laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan.Jika mereka mengatakan demikian maka
hakim dapat menjatuhkan hukuman vonis kepada laki-laki dan wanita yang berzina agar
menjalani hukuman. Seorang pezina dapat pula divonis bersalah berdasarkan pengakuan
dari pelaku sendiri, meski hanya satu kali. Adapun apabila laki-laki mengaku dan perempuan
mengingkarinya atau sebaliknya. Pada kondisi demikian hukuman dilaksanakan atas pengakuan
orang yang mengaku dan tidak dilaksanakan terhadap orang yang mengingkari. Pembuktian
untuk tindak pidana perzinahan dilakukan dengan tiga jenis alat bukti yaitu pengakuan,
persaksian, dan petunjuk.
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